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Di Ibu Kota Baru, Apa yang Jangan Terulang?

Sabtu, 7 September 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada akhirnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota RI ke Kalimantan Timur (persisnya, ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser). Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi sering menjelaskan beberapa pertimbangan pemindahan tersebut. Antara lain, disebutkan bahwa beban Jakarta sudah terlalu berat.

Memang, beban berat Jakarta tersebut tidak bisa dibantah. Jumlah warga ketika malam hari di 10-an juta jiwa; ketika siang hari, jumlah itu bertambah karena banyaknya warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta. Infrastruktur dasar sekalipun (air bersih, jalan raya yang memadai, dan lain-lain), sejatinya tidak bisa terpenuhi.
Tentu, dengan ibu kota baru, kita semua tidak ingin terulangnya apa yang telanjur terjadi di Jakarta. Ada beberapa aspek yang bisa dicermati. Berikut ini adalah contohnya.

A. Celah dalam  Implementasi RTRW
Satu persoalan bagi Jakarta adalah implementasi tata ruang yang kurang terjaga. Ada celah lebar atau pun ketidaksinkronan antara apa yang sudah dijabarkan dalam RTRW (rencana tata ruang dan wilayah), dengan implementasinya. Hal tersebut karena berbagai sebab pengawasan yang kurang intensif akibat kurangnya sumber daya manusia di aparatur birokrasi untuk fungsi tersebut, perizinan yang terlalu rumit sehingga sebagian masyarakat enggan menuruti ketentuan-ketentuan tata ruang, dan lain-lain.
Dalam hal tersebut, kita dengan mudah di Jakarta menjumpai peruntukan bangunan yang tidak sinkron dengan rencana detail tata ruang. Banyak kawasan zona hunian yang ternyata dalam sehari-hari berfungsi sebagai kawasan komersial,adalah contoh tepat. Dan hal-hal seperti ini sudah tentu melahirkan kesemerawutan di Jakarta.
B. Kurangnya Koordinasi Lintas-Daerah 
Heboh tentang rencana reklamasi Pantai Utara Jakarta beberapa tahun terakhir ini, pada prinsipnya merupakan cermin dari kurangnya koordinasi pengembangan kota. Di sini, ketika pemerintah pusat mendorong terbentuknya penataan kawasan Pantai Utara Jakarta untuk adanya persediaan air baku bersih di masa mendatang (melalui tanggul raksasa) dan lain-lain, ternyata tidak ada kesinkronan di level pemerintah daerah; ketidaksinkronan ini pun, harus dikatakan, merupakan bauran dari aspek politik nasional atau juga politik lokal.
Dan bukan hanya dalam heboh reklamasi saja kekurangan koordinasi itu terjadi. Dalam pandangan penulis analisis ini, ketika beban Jakarta sudah semakin besar, kekurangan koordinasi dengan kawasan satelit (Bodetabek) pun cenderung terjadi.
Misalnya, dalam hal pengadaan infrastruktur jalan raya dan transportasi penghubung Jakarta dengan kawasan satelit, pergerakan tiap pemerintah daerah yang terkait hal tersebut, terasa berjalan spasial. Contoh nyata, akses Jakarta ke Depok, sejak lama hanya punya satu jalan lebar, yakni Jalan Margonda; jalan tol, baru dibangun akhir-akhir ini.

Selanjutnya, pergerakan spasial---tidak terintegrasi---itu pun membuat minimnya tambahan fasilitas transportasi massal secara memadai sebagai penghubung Jakarta dengan kawasan satelit. 
Di sebagian akademisi, sejatinya sudah lama muncul rekomendasi lahirnya sebuah badan khusus, untuk mengatasi persoalan kurangnya koordinasi antar-pemda tatkala beban ibu kota sudah terlalu berat.
Sudah tentu, selain yang sudah dicontohkan di analisis singkat ini, ada penyakit lain Jakarta yang kita harapkan tidak terulang lagi di ibu kota baru. Ketika terjadi lagi, bukankah artinya pemindahan ibu kota menjadi kurang berarti?
Akhir kata, marilah kita semua berharap bahwa Penaser Tajam dan Kutai Kartanegara, menjadi ibu kota yang lebih baik bagi Indonesia. (Dhi) 
